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BUPATI GUNUIIG MAS

PROVIHSI I{ALIBIAI{TAI'I TEI{GAH

PERATURAII BUPATI GTII{UIUG MAS

rrlouon 2 TAHUN zoL4

TENTANG

RENcANA KERJA pEilIERrr{TAi pepn*rt
K*,BUPATEH GT'IISUISG MAS TAHUN 2015

DT$GAH NAHMAT TUHAIT YAHG IT,IAHA ESA

BUPATI GUIYUI{G II{AS,

Menimbang : a. bahrva peiaksanaan pembangunan daerah harus dapat
terlaksan.a dan mencapai sasaran atau tujuan serta
berkesinambungan. sehingga diperlukan perencanaan
pembangunan yang dituangkan kedaiam Rencana. Kerja
Pemerintah Daerah { RKPD } Kabupaten Gunung Mas yang
akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan
perencanaan ke depan;

b. bahwa Rencana Keqa Pemerintah Daerah {RKPD} Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2015 memuat kebijakan yang
merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan
iangkah-langkah yang perlu dilakukan dalam
penyelenggaraan dan rnerupakan sinkronisasi penjabaran
secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJPD Tahun
2009 - 2428;

c. bahrn'a untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas
maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabr,rpaten
Gunung ivlas Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunung Mas tentzurg Rencana Kerja
Pernerintah Daerah {RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun
2015.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2AO2
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 1$ Tahuir
2AO2, Tarnbahan Lemtraran Negar*hl No*or 41aO): 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 47 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 52871;

3. Undang-Undang Repubiik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang PerLrendaharaan Negara (l,ernbar Negara RI tahun
2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor a335i;

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Pereneanaan Pernbangurran Nasior:al
(Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor aa?Il;

5. tJndang-Undang Republik Irrdonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan lembaran
Negara Ri Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
32 tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan lembaran
Negara RI Nomor 4844\:

6. Undang-Undang Republik Irrdonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor L26J;

7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan il,embaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);

8. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan. Per:tanggung Jau,atra-n
Keuangan Daerah {Lemiraran Negara RI Tahun 2000 Nomor
202, Tami:ahan l"embaran Negara RI Nomor a022|;

L Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor i08 Tahun
2000 tentang Tata eara Pertanggungjar.vaban Keuanga_n
Daerah {Lembaran Negara RI Nomor 2O9 Tahun 2000
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

ll.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2AOT tentang Organisasi Perangkat Daerah ilembaran Negara
RI Tahun 20CI6 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Ri
Nomor +7+1);

12. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pen1,-usunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20 10
2O14: I

I



tJ

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
indonesia Nomor I tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72

Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Kaiimantan Tengah, Tahun 2006 - 2426;

17. Peraturan Daerah Provinsi Katrimantan Tengah Nornor 1

Tahun 201 1, tentang Reneana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015;

18. Peraturan Daerah Kai:u.paten Gunung &tas Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pem.erintah Daerah )-ang menjadi
Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendallan
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2AO9-2O28;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAIiI BUPATI TENTANG RET{CANA KERJA
PEMERII{?A}I DAERAH KABUPATTN GUNUNG MAS
TAHUII 2015"

BAB I
KETEITITUAN UMUM

Pasal 1

llaiam Peraturan ini, vang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutn5.a disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat _vang
mempunyai batas-batas lr,'riayah yang bent.enang mengatur dan mengurus
urusan pemertntahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masvarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selragai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3- Bupati adaiah Bupati Gunung Mas;
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4. Dervan Perrnakilan Rakyat Daerah yang selanjutnl,a disebut DPRD adalah
lemLraga peirn,akilan rak3,-at daerah unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

5. Der,van Perr,r,.akilan Ralqyat Daerah adalah Dervan Perr,vakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gunung Mas;

6. Badan adalah Badan Perencanaan Fembangunan Daerah Kabupaten Gunung
Mas;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas;

L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabrupaten Gunung Mas Tahun 2015;

EAB II
RTNCAIIA KERJA PEMERINTAH DASRAH (RI(PDI

Pasal 2

Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun
2015 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang TRPJP) Tahun 20Og - 2A2B yang didalamnya memuat tahapan RPJM
Tahap ke II yaitu Tahun 2014-2018.

Pasal 3

Kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2015di maksud Pasal 1 adalah merupakan acuan dalam menyusun KUA,
PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TAPBD)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.

Pasal 4

Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I
Bab II
Bab III

Bab IV
Bah V
Bab VI

Pendahuluan
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka
Pendanaan
Prioritas dan Sasarar: Pembangunan
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Penutup 
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BAB III
KETENTUAN PE}IUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian Rencana Keq'a Pemerintah Daerah {RKPD} sebagaimana

dimaksud Pasai 3 tercantum dalam tampiran Peraturan Bupati ini -Yang
merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Pasal 6

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinl,-a, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kahupaten Gunung
Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal )o ma *e\q
PIt. BUPATI GUNUNG MAS

WAKIL BUPATI,

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 90 tvlei *orq

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAE KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2OI4 NOMOR zTO
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